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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAn BANDUNG BARAT,

Menimbang a. bahwa d~la~ rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil
(~N~) dl hngkungan Pemerintah Kabupaten Sandung Sarat, dapat
diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah;

b. bahwa tambahan penghasilan termaksud, setelah mendapatkan
persetujuan DPRD dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Selanja Daerah (KUA) dan ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Selanja
Daerah Tahun Anggaran 2009. perlu ditrndaklanjuti dengan Peraturan
Supati;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambanan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Repu~lik Indone~iaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 te~ang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik. Indone~ia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kah, terakhlr dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peruba~an Kedua Atas Undang
Undang Nomor 32 Tahu~ 2004 tentang Pemenntah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indones.laTahun 2008 ~omor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERISIPIL DI LlNGKUNGAN
PEMERfNTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2009

BARAT
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Pemerintah daerah adalah Bopau dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat
daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan, selaku
pengguna anggaranlpengguna barang.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya di~in.gkat PNS, ad~lah Pegawai yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan dl bldang kepeqawaian yang be~ugas di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, termasuk Calon Peqawai Negeri
Sipi!.

4

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalamperaturan ini yang oimsksuo dengan

1 Daerahadalah Kabupaten Bandung Barat
2. Bupahadalah Bupati Bandung Barat
3

6. Undang-Undang N
Kabupaten Bandun O~~~a 1~ Ta~un. 2007 tentang Pembentukan
Republik Indonesia iah ~ dl Provios: Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nom~~4~~tomor 14, Tambahan Lembaran Negara

7. Peraturan Pemerintah N
Keuangan Daerah L omor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Nomor 140, Tamb (hembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
4578); a an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

8. Peraturan Menteri D I .
Pedoman Pen el I a am Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang
dengan Peratu~an0~ant K.euangan Daerah, sebagaimana telah diubah
Perubahan Perat en en Dal~m Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
tentang Pedoma u~an Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

n engelolaan Keuangan Daerah:
9. Peraturan Daerah N 3 T '

Produk Hukum D omor ahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan
Tah N aerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat
No~~r 2~mor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat

10. Peraturan Daerah Nom 7 T hK b or a un 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Tabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat
a un 2008 Nomor 7),

11. Peraturan Daerah Nom 1 T hor a un 2009 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belarua Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 1);

12. Peraturan Bupan Bandung Barat Nomur 3 Tahun 2009 tentang
Peruabaran Anggaran Pendapatan dan Betarua Daerah Tahun Anggaran
2009 (Berna Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI

PEGAWAI NEGERI SIPIL 01 LlNGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANOUNG BARAT.



BAB III
RUANG LlNGKUP

Pasal6
. d k n peningkatan kinerja diberikan pejabat struktural,

(1) Tambahan penqnasilan ber asar a
pejabat fungsional, dan beberapa non-struktural.

. d k kinerja diberikan kepada para PNS sebaqaunana
(2) Tambahan penghasllan ber asar an . d khusus

drmaksud pada ayat (1), terbagi atas kategon umum an ' ..
. dimaksud pada ayat (2), terdlrl atas Sekretanat

(3) SKPD kategori khusus sebagal~ana Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah, Sekretariat DPRD, Dlnabs gunan Daer~h, dan Inspektorat
Da h Badan Perencanaan Pem an

era , .' aksud pada ayat (2), terdiri atas seluruh SKPD selain
(4) Kategon umum sebagalmana dIm

yang dimaksud pada ayat (3)

Pasal5

(1) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan obyektif.
(2) Kriteria pertimbangan obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu berdasarkan

peningkatan kinerja.
(3) Tambahan penghasilan berdasarkan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal4

Untukmelaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, PNS
dl hngkunganPemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu diberikan tambahan penghasilan

Pasal3

TUJuan diberikannya tambahan penghasilan bagi PNS yaitu untuk meningkatkan
kesejahteraanPNS dan memotivasi kinerja PNS.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

Maksuddiberikan~ya tambahan penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten
BandungBarat yaitu untuk memotivasi PNS agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya.

6 Keuangan daerah adalah se
I mua hak dan k .

penye enggaraan pemenntahan daerah .. ewaJlban daera~ dalam rangka
dalamnya segala bentuk kekaya yang dapat d,n,ls, dengen ueng termesuk di
daerah tersebut an yang berhubungan dengan hak d~n kewajlban

9 Tambahen pengheSllen adelah seJumlah uang
dan pernanan Pemerintah Daerah t yang dlbenkan seoaqai penghargaan

a as pengabcltan dan klneqa PNS
10 KlnerJa PNS adalah gambaran men .

Instansl pemerintah genal tlngkat pencapalan sasaran ataupun tUJuan

11 Tambahan penghasilan berupa peni k .
dlbenkan dengan pertimbangan b bng atan kineqa adalah tambahan penqhasilan yang

e an pelaksanaan kena serta uang makan



b pejabat eselon " b sebesar Rp 7.000.000 00'· ,
c. pejabat eselon '" a sebesar Rp 6.000.000 00'· ,
d. pejabat eselon III b sebesar Rp 6.000.000 00', ,
e. pejabat eselon IV a sebesar Rp 5.000.000 00'· ,
f. pejabat eselon N b sebesar Rp 3.500.000 00', :
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BABIV

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

BERDASARKAN PENINGKATAN KINERJA

Pasal9

Tambahanpenghasilan berdasarkan peningkatan kinerja sebagaimanadimaksud pada Pasal
6 ayat(3), diberikan dengan rincian sebagai berikut

a. pejabat eselon " a sebesar Rp 9.000.000,00;

v.

u
t.
s.

r.

p.

q.

m.
n
o.

j.
k,

I.

I.

f.

g.

h

e.
pejabat eselon Ilia' ,
pejabat eselon III b:,
pejabat eselon IVa;

pejabat eselon N b:,
pelaksana di SKPO kategon khusus'

ajudan Supati, Wakil Supati dan Sekn'et 0' ans aerah:
sekretaris pribadi Supati, Wakll Supati dan Sekreta;is Daerarr
bendahara penerimaan; ,

bendahara pengeluaran;
bendahara barang;
pengawas TKlSO;

pengawas rumpun belajar;

penilik luar sekotan,

pamong belajar;

guru TK, SO, SMP/SMPS, SMAlSMAKNlSMAS/SMK;
guru fungsional dan tenaga penjaga sekolah,
kepala Puskesmas;

supir Supati dan Wakil Supati; dan

supir Sekretaris Oaerah dan Asisten.

d.

Pasal8
(1) Tambahan penghasilan b

dengan kriteria sebagal' b .ekrdasarkan pen' k
en ut: Ing atan kinerja, dibenkan kepada PNS

a. pejabat eselon II a',
b. pejabat eselon II b:,
c. stat ahli bupati;

pe~~erian ~~~bahan penghas' Pasa] 7
dinllal memllrkl tungsi koord' II~n berdasarkan pen' k .. . ". Inasl p Ing atan k .slnkronrsaSI,Sinergisasi kegiat ' erencanaan pemb rnerJapada kategori khusus

an pemerintahan daerah angunan,. pembinaan, pengawasan,
yang bersifat makro.
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Pasal12
Tamb h . b d arkan peningkatan kinerja diberikan setiap bulan terhitung

a an penghasllan er as
mulaibulan Januari 2009 sampai bulan Oesember 2009.

BABV

PEMBERIAN TUNJANGAN DAERAH
Pasal11

(1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS yang masuk kerja atau melaksanakan
tugas salama 1 (satu) bulan penuh.

(2) Bagi PNS yang tidak masuk kerja dan ti~ak melaksanakan tugas, harus disertai surat
keterangan yang sah disertai alasan yang Jelas.

Rp 2.250.000,00;
Rp 2.250.000,00;
Rp 1.500.000,00;
Rp 1.200.000,00;
Rp 400.000,00;
Rp 200.000,00;
Rp 200.000,00;
Rp 200.000,00;
Rp 150.000,00;
Rp 100.000,00;
Rp 100.000,00;
Rp 525.000,00;
Rp 525.000,00;
Rp 375.000,00.

Rp 2.625.000,00;

o.

n.
m

j.
k.

I.

i.

f.

g.

h.

e.
d.

c.
pejabat eselon III a sebesar

pejabat eselon III b sebesar

pejabat eselon IV a sebesar

pejabat eselon IV b sebesar

kepala Puskesmas; sebesar

pamong belajar sebesar

pengawas TKISO sebesar
pengawas rumpun belajar sebesar

penilik luar sekolah sebesar
guru TK, SO, SMP/SMPS, SMAISMAKN/SMAS/SMKS sebesar

guru fungsional dan tenaga penjaga sekolah sebesar

bendahara penerimaan sebesar

bendahara pengeluaran sebesar

bendahara barang sebesar

b.

Pasal10
Tambahanpenghasilan berdasarkan peningk t k' .
6 ayat(4), diberikan dengan rincian sebagai b:~~ut:lnefJa sebagaimana dimaksud pada Pasal

a. pejabat eselon II b sebesar

Rp 5.000.000,00;

Rp 2.500.000,00;
Rp 1.750.000,00;

Rp 1.250.000,00;

Rp 1.000.000,00;

Rp 2.375.000,00;

Rp 2.375.000,00;
Rp 525.000,00;

Rp 525.000,00;

Rp 375.000,00;
Rp 375.000,00;

Rp 300.000,00.

g. staf ahli Supati sebesar

h. pelaksana go long an IV sebesar

I. pelaksana golongan III sebesar

j. pelaksana golongan II sebesar

k pelaksana golongan I sebesar

ajudan Supati, Wakil Supati d S. '. ' an ekretaris Oaerah
rn. sekretans pribad: Supati Wak'l S ., I upau dan Sekr t .
n. bendahara penerimaan sebesar' e ans Oaerahsebesar

o. bendahara pengeluaran sebesar

p. bendahara barang sebesar

q. supir Supati dan Wakil Bupati sebesar

r. supir Sekretaris Oaerah dan Asisten sebesar
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z
~S N BANDUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR~ ..,

,......_.~ KABUPATE

PIt. SEKRETARIS DAERAH
ANDUNG BARAT,

Dlundangkandi Padalarang
pada tanggal 27 Maret 2009

NG BARAT,

Ditetapkandi Padalarang
a,pj~*!al 27 Maret 2009

.__..---........)'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
denganmenempatkannya dalam Berita Daerah KabupatenBandungBarat.

Pasal16

Peraturanini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Tambahanpenghasilan tidak berlaku bagi PNS yang sedang cuti besar, cuti di luar
tanggungannegara, dan mengikuti tugas belaiar.

BAS VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14
p) Bagi PNS yang tidak masuk keria at

dalamPasal 13, pemberian tamb~hanau melak,sana~antugas sebagaimana dimaksud
4% (empat perseratus) setiap harinya, penghasllan dikenakar; sanksi potongan sebesar

(2) potondgakntadmbahhanpenghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan
kepa a as aera , '

BABVI
PEMBIAYAAN

Pasal13
TarTlbahanpenghasilan berdasarkan '
pendapatandan Belanja Daerah Kabup~~~~katan kinerja dibebankan kepada Anggaran

andung Barat Tahun Anggaran 2009,


